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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa hak keuangan dan administratif Pimpinan dan

Anggota Dewar Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja

sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daeralt Kabupaten Tana

Toraja Nomor 3 Tahun 2017 le\lang Hak Keuarrgarl Dan

Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Pe rwakilan

Rakyat Daerah, memerlukan peraturan pelaksalaan yang

dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan

pera t u rar perundang- undartgan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Dana Operasinal, perlu diatur Besaran

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dara Operasional ketua

dan wakil ketua DPRD dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkal pertimbalgan sebagaimana dimaksud

dalan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Tana Toraja tentang Pelaksanaan Hak Keualgan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukar

Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik lndonesia Talun 1959 Nomor 74, Tambahan

l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun2ol l tentang Pembentukan

PeraturanPerundang-undangan{LembaranNegara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaima-na telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (hmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbararl Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintal Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan lembaran
Negara Republik tndonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2OlO tentang Tarif
Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor
I4O,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5174);

6. Peraturan Pemerinta-h Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelal<aan daJI Jaminan Kematiar bagi Pegawai Apa-ratur Sipil
Negara (Irmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 212, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 574);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangal dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (irmbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaal Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Da_lam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 20O6
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Bedta Negara
Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 62 ^fahlun 2eL7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangal Daerah serta
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasinal (Berita
Negara Republik tndonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

-



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(I,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor

lO, Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja

Nomor 19);

l L Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun

20t7 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Daerah

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan
l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor2l);

MEMUTUSKAN

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TANA ToRAJA TENTANG PELAKSANAAN
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERVr'AKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KRTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerai adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintalan Daerah ada.lah penyelenggaraan urusarr pemerintahar oleh
Pemerintah Daerah dan Dewal perwakilan Ralryat menumt asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik rndonesia sebagaimana
dimal<sud dalam Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yarrg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang setanjutnya disingkat DPRD adalahlembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten tai_ra Toraja yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DpRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua darrwakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_

undangan.

8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan pen_rndang-undangan.

-3-
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9 Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untukmenentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar penghitung"r, be"r."i tunjangan
komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional pimpinan
DPRD

lO. Tunjargan Komunikasi lntensif adalah uang yang diberikan setiap bular
untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD

11. Tunjalgan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses
kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

12. Dana Operasional pimpinan DpRD yang selanjutnya disebut DO adalah
dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua
DPRD dan wakil Ketua DpRD sehari-hari.

BAB II
TATA CARA PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

{l) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan
umum daerah dikurangi dengan belarja pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas
pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja
gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil
negara.

Pasal 3

(t) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan data realisasi
APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

{3) Hasit perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
dasar penetapan kategori Kemampuan Keuangan Daerah.

(4) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan setiap tahun arggaran dengan Keputusan Bupati.

. Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dikelompokkan sebagai berikutl

a. di atas Rp55O.OO0.OOO.OOO,00 (lima ratus lima puluh milyar rupia]l)
dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;



b. Rp3OO.O00.O0O.OOO,OO {tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan
Rp550.O00.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan
pada KemzLmpuan Keuangan Daerah sedang;

c. di bawah Rp3O0.0OO.OOO.OO0,OO (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan
pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
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Pasal 5

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam
Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan Daerah yang
memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL KETUA

(1)

DAN WAKIL KETUA DPRD

Pasal 6
T\rnjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.

DO diberikan hanya kepada pimpinan DpRD.

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan T\rnjangan Reses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan setiap tahun atrggElran dengan Keputusan Bupati.

(2)

(3)

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan berdasarkan Kemampuan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan
ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang represenrasi ketua DpRD;

b. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan
ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang
diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan

c. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan
ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

(2) Trrnjangan Reses diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dengan ketentuar sebagai
berikut:

a. dalam hal Kemampua! Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan
ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi
diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD;

tinggr

Pasal 7
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b. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaal
ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang
diberikan sebanyak 5 (tima) kali uang representasi ketua DPRD; dan

c. dalam hal Kemampuan Keualgan Daerah tahun anggaran berkenaarl
ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangar Daerah rendah
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

(3) DO diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerai tahun arggaran berkenaan

ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi maka
ketua DPRD diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ketua
DPRD dan wakil ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang
representasi wakil ketua DpRD;

b. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun.rnggaran berkenaan
ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang
maka ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi
ketua DPRD dan wakil ketua DpRD diberikan sebanyak 2,5 {dua koma
lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD; dan

c. dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun arggaran berkenaal
ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah
mal<a ketua DpRD diberikan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi
ketua DPRD dan wakil ketua DPRD diberikan sebanyak 1,5 (satu koma
lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 8

DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) diberikan setiap bulan
dengan ketentuan:
a. SOyo (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya

atau disebut lumpsum; dan
b. 2oyo (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional

lainnya.

Pasal 9

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran
langsung pencairan DO sebesar 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu)
tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sekretaris DPRD selaku pengguna
anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan
DO s€besar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran
kepada bendahara umum daerah.
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(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
melampirkan:

a. daftar penerima DO; dan

b. pakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRD yang
menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengal peruntukannya.

(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO
berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat
daerah sekretariat DPRD.

Pasal 10

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4)
melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah
ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4)

mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengclolaan keuangal daerah.

Pasal 1l

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib
menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah
sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pertanggungiawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a dibuktikan dengan laporal penggunaan DO.

(3) Pertanggungiawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggun$awaban penggunaan DO
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara
pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggaf 5 (lima) bulan berikutnya.

(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai
tambahan DO bulan berjalan.

(6) Pertanggundawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk peogajuan pencairan dana
bulan berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun
anggaran, bendahara pengeluaran satuan ke{a perangkat daerah sekretariat
dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.
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Bagian Kedua

Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal l4
(1) Pakaian dinas dal atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektihtas, da:r
kepatutan.

(2) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur setiap talun anggaran dalam
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.

BAB V
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Jumlah pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 13

(1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan I (satu) pasang dalam
I (satu) tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan I (satu) pasang dalam
I {satu) tahun.

(2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a. pin lambang Daerah;

b. kartu identitas dan name tag; dan

c. papan nama

(3) Atribut berupa pin lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti,
berbahan emas dengan berat 6 (enam) gram.

(4) Atribut berupa kartu identitas dan name tag sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b darl papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c disediakan 1 {satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
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Bagian Ketiga

Penyediaan

Pasal 15

Penyediaan pakaian dinas dan atribut pimpinan darr Anggota DPRD dilalukan
melalui pengadaan barang/iasa satuan kerja perangkat daerah sekretariat
DPRD.

BAB VI
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagialt Kesatu

Tata Cara Pemberian Tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 16

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan
kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DpRD, kepada yarrg bersangkutan
diberikan tunjangan peruma_han dan tunjangan transportasi.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan mmah negara
bagi Anggota DPRD.
perumahan.

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan daram bentuk
uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan
sumpah/janji.

(4) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatar sebagai pimpinan
dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sarna hanya diberikan salah satu
tunjangan perumahan.

(5) Bagi Pimpinan darl Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat
sebagai Bupari/Wakil Bupati pada daerah yang sama tidak diberikan
tunjangan pemmahan.

(6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara
tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangar transportasi.

Pasal 17

Bagi Pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya
disediakan perlengkapan rumah tangga.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 18

(1) Besaran tunjangan perumaha! sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal-

kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
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(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangal.

(3) Besaran tunjangan perumalan yang dibayarkan harus sesuai dengan
standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah
negara bagi Pimpinan dan Anggota DpRD, tidak termasuk mebel, belanja
lislrik. air. gas, dan lelepon.

(4) Besaran tunjangan transportasi yaig dibayarkan harus sesuai dengan
standar satuan harga sewa kendaraar yang berlaku untuk standar
kendaraan dinas jabatai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk
biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

{5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan trsnsportasi ditetapkan
setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT DAERAH

Pasal 19

(1) Bagi pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya
disediakan belanja rumah tangga.

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) disediakan
dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD.

(3) Belanja rumai tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(4) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

(5) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh melebihi jumlah besaran belanja rumah targga Bupati dan Wakil
Bupati.

(6) Besaran belanja rumah tangga sebagaimara dimaksud pada ayat (5)
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk ketua DPRD sebesar SOyo (delapan puluh persen) dari belanja
rumah tangga Bupati; dan

b. untuk wakil ketua DPRD masing-masing sebesar SO% (lima puluh
persen) dari belanja mmah tangga Ketua DPRD.

(7) Besaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD ditetapkan setiap tahun
anggaran dengan Keputusan Bupati.

(8) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan
perlengkapannya, tidak diberikan belanja mmah tangga.
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BAB VIII
KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 20

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DpRD merupakar sejumlah
tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu
yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan
kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan atat
kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 {tiga) orang untuk setiap alat
kelengkapan DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan
diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengarr
kebutuhan sebagaimzrna dimaksud pada ayat (l) dan sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan
DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengar harga

satuan orang hari atau orang bulan.

(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok Pakar atau tim ahli alat

kelengkapan DPRD diatur setiap tahun angga-ran dalam Peraturan Bupati

tentang Standar Biaya Umum dengan memperhatikan standar keahlian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahti alat kelengkapan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan ketentuar
peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Tenaga ahli fraksi merupakar tenaga ahli yang disediakar 1 (satu) orang

untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu

tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan

memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

(2) Tenaga ahti fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan

keputusan sekretaris DPRD-

(3) Ketentuan mengenai besaral kompensasi tenaga ahli fraksi diatur setiap

tahun anggaran dalam Peraturan BuPati tentang Standar Biaya Umum

dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g_undarrgan.
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(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkal.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah lhbupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal 25 LEUstDs 2A17

TANA TORAJA

S NGKANAE
Diundangkan di Makale
pada tanggal ?1 !-eo.:rus ?O17

roR

Plh S KABUPATEN TANA TORAJA,

E BURA

BERITA DAERAH UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2OI7 NOMOR 20


